SI PEMILIH
PROVINST BENGKUL:N UMuMm

NOMOR . 08 TAHUN 2009

ETAPAN NORMA, STANDAR, PRos
. EDU
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEII:YDEII\.';NKGEC?: RAAN porn GADAAN SERTA

mimbang

RAAN PEMILIHAN uMUM

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010
KOMISI PEMILIHAN UMUM,

bahwa ket
i, eaf:jznn Pf:é 68 ayat (2) huruf a dan Pasal 69 ayat (2)
g ang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Peny.elenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan
dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi

Pemilihan Umum sesuai dengan;

bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan
Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi bengkulu Tahun

2010;

insi
un 1967 tentang Pembgntukan Provi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indon;;laf Tahun 1967
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 28 )i

4 tentan
Undang-Undang Republik Indon mor 10 Tahun 200 g

n Negara Republik
n perundang-undan ran Negara

Undang-undang Nomor 9 Tah

esia No
gan (Lembara

tuka e
;D:c;?)?xir;ia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lem

‘ ' 4389),
Republik Indonesia Nomor ) IR

Tah
Republik Indonesia Nomor 32 {2 Tahun 2008

i . Nomor
s Unda"gngggg?gndang Nomor 32 Tahun

Undang-Undang
Negara Republik

pemerintahan Daerah

Atas
bahan Kedua s
tcn_tjm_:: r‘:tee:rt:g pemerintah Daerah (Lemba Lembaran Negara
200 e

Nomor 108, Tambahan

Indonesla Tahujﬂiﬁ.ﬁoga.go.id/bengkulu



Memperhatikan

!"u‘-n -
-Netapkan

.
»

10.

11.

12

e

Per :

Unc?atﬁgznzzme”ntah Nomor. 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya

Provinsij Benn;? Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

1968 N 9Kulu  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Omor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2884);

5:;2:;:?1&’3:&8”“3“ Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
Kepala Daerllhan, Penge§ahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Negara 2 ,da” Wak'l' Kepala Daerah (Tambahan Lembaran

g Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah

gggg?” Peraturan pPemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di
Tempat Pemungutan Suara;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008,
dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2008

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 02
Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 07
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010.

Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal
28 Desember 2009

PUT
"::N'Ll"ANG PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN

KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN

MEMUTUSKAN :

USAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA
idih.kpu.go.id/bengkulu



Fasnl )
Kaputusan Ini, yang Irimbesyg dengay |

PPID Provinel, dan Folgegy i

ﬂ"“‘mln“ Ky
dan Dewan Parvakiian Maky Kota

atlalah Dewarn Perwak|
at Daayaly Kabu

an Makyal Daerah Proving,
mlen/Kole
a m"’ "’“”"mlﬂ'l “”l““l “"‘V“IQ' "”“”M ‘
W Provins dar Ky Fql,u“qlu“/’.“'q ad
 Kepala Davrgh sabiagalmana Aimiabegig
Tahun 2007 baritang Pany

‘“nilihan Uimum Kabiupaten

/Fota selanjutnya disebut
ﬂ’ﬂ'l ]mn-/nlunuuq'q "ﬂHl”H

Fepala Daerah dan Wakil
Halam g

sal 1 angka 7 Undang-Undang Nomaor 22
elanggara Pemilihan Ui,

Partal politike adalah partal o)), peserta |
Undang-Undang Nemor 12 Fahun 2009 tepia
akyat, Dewan erwakilan Dawraly,

‘arnllihan U sebagalmana dimaksud dalam

na Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Han Dewar Perwakilan Rakyal Daeraly,

e Partal Politik adalali dus peserta Pemilihan Umum yang
- Ma-sama bersepakat mencalonkan | (8alu) pasangan calon Kepala Daerah dan
Fah dalam Pemily Kepala Daaraly dan Wakil K

Gpala Dasraly
10N Kepala Daeral dan Wakil Kepala Daeral, selanjutnya disebut pasangan calon
B Pemilu Kepela Daerah dan Wakil Kepala Dasrah yang diusulkan oleh Partal
BUNGAN Partal Politik yang telah memanuhi persyaratan)

Pemilu Provins, Panit Fangawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia
Kecamatan, yang selanjutnya  disebut Panwasiu - Provinsl, Panwasly
dan Panwaslu Kecamatan adalal Pengawas Pemiiu Kepala Daerah dan Wakil
shagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,

i iucammn, selanjutiya disebut PRK, adalah panitia yang dibentuk olah Kpu
untuk menyelenggarakan pemilihan u;num A tingkat kecamatan atau sebutan

Sumta, selanjutiya disebut 105, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU
ik mon’yolonoémm pomilihan amam di tnghkat desa atau sebutan lain, o

ungutan Suara, selanjutiya disebut KPPS, adalah kelomy
1l m’:&Tvm'nulrlkln Sumunomn shara di tempat pamun

‘.Ulf.o selanjutiya - disebut 195, adalah tempat  difaksana

9]
i

pemilinan umum yang penyelenggaraannya terakiic dilaksan
ala daersh "-wmmmnmh.

“,. .ﬁ-' . -_"IESQE.:“ b '| 9

|




mandiri;
. jujur;
 adil;
|, kepastian hukum;
tertib penyelenggara Pemilu;
kepentingan umum;
keterbukaan;
. proporsionalitas;
profesionalitas;
_akuntabilitas;
. efisiensi; dan
|. efektivitas.

BAB III

s;’al;laﬁf:DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN
N UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 3

1) Ktc;r:ésn Pemrélihin Umum Provinsi bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan
S ar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara
dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

) Seklretariat KPU Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan mendistribusikan
perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum Provinsi;

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan
mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Pasal 4

(1) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud dalam norma, standar, kebutuhan, dan prosedur pengadaan serta pendistribusian
perlengkapan penyelenggaraar, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
terdiri dari :

a. Peraturan Perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang Bidang Politik dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik;

b. Perlengkapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(2) Perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara dij TPS, yaitu kotak suara, bilik
sUara, surat suara beserta kelengkapan administrasi lainnya, daftar pasangan calon, daftar
Pemilih tetap, tanda pengenal KPPS dan tanda pengenal saksi, surat pemberitahuan untuk
Meémberikan suara, panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di
TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS, dan gembok dan anak kunci.

jdih.kpu.go.id/bengkulu



o

perlengkapan pelaksanaan Pémungutan dan

Wakil Kepala Daerah, berupa sampy| kertas unszizi;:ﬂ?a" R
n:

)

penyampaian surat suara dari Kapy
PPS: Paten/kota ke masing-masing KPPS melalul PPK dan

perlengkapan pelaksanaan pemungutan
©) \wakil Kepala Daerah, berupa formulir unu?:: e, s Perthl Kavels Oesréfighe

pendaftaran pemilih; eperiuan:
b, Kelengkapan calon Kepala Daerah dan
¢, Pemungutan dan penghitungan suara;
d. penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Wakil Kepala Daerah;

(6) Dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemily Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), untuk
penyelenggaraan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeral')\. S ancem

' s
rjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2
angan calon, bentuk memanjang, vertical); 4
a dengan latar belakang putih;

90%), dan;



t suara Pemilu K
dalam Pasal 5, dicetak sama dengan jum Al Kaep?jla D;erah sebagilmana dimaksud
perseratUS) dari jumlah pemilih tersebyt. P dan ditambah 2,5% (dua setengah

) Tambahan surat suara, sebagaiman
" getiap TPS untuk mengganti surat
suara yang rusak

a dimaksud pada a

Yat (1) digunakan sebagai cadangan di
suara pemilih yan : bag s

9 keliru memilih pilihannya serta surat

gahan, bentuk, format, dan ukuran surat

: e Suara Pemilu Kepal :
mempedomani ketentuan ini dan ditetapkan ojeh KPUD. Pala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian Kedua
Tinta

Pasal 10

(1) Tinta adalah cairan khusus yang digunakan sebagai tanda kepada pemilih yang telah

| membenkan suara pada Pernilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, dilakukan
ngan cara mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta.

emakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan
i Pengawasan Obat dan Makanan serta

 lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisue atau kain setelah
2lupan tinta.

r ,f.f}'H daya tahan/lekat selama 3 hari, dan memiliki daya tahan terhadap proses
an keras baik menggunakan sabun, ditergen, alkohol maupun so/vent lainnya.
Pasal 12

;ebanyak-banyaknya 2 (dua) botol tinta.

i aksud pada ayat (1), dikemas dalam botol plastik berisi 30 cc/30 ml,

OO0 .

Bagian Ketiga
Segel

Pasal 13

-barang Pemilu
_ yang digunakan untuk tanda pengaman barang
o jdih.kpu.go.id/bengkulu -



. Ukuran ¢ 5emx6em;
/ y), Jenis kertas @ Security Paper Seal;

0, Cetak © A warna, satu muka (4/0);
/ 4), Warna dasar . Putih; f

p segel ;L
¢) Bentuk 569 D‘:i:a';" L;ld;::la:ntut:lsan Segel Pemily Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Peraturan ini, awah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran I

(2) selain wllz;zostigigzgambentul; s:oel sebagaimana dimaksud huruf e), KPU Provinsi atau KPU
Kabupate enambah tulisan “tahun” sesual tahun pelaksanaan pemilu sl
daerah dan wakil kepala daerah,

Bagian Keempat
Kotak Suara

Pasal 15

(1) Kotak suara adalah kotak .m
pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur,

terakhir dengan diberikan label

! ; e o e
[ 4 Dalam n |
i (4] ERSITL

jumlahnya atau tidak
tapkan pengadaan



e

Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemijinan
pewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwaknanmRL;m

diubah dengan Peraturan Komisj parr kyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana

| (4) Pengadaan bilik pemberian Suara

sebagaimana dimak
ketentuan perundang-undangan yan

sud dalam ayat (3), mempedomani
g berlaky,

i
|

, Pasal 18

. ? Jumlah bilik pemberian suara setiap Tpg Sebanyak 2 (dua) buah

y X} Bagian Keenam
: Formulir

Pasal 19

laksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan
dimaksud dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 150 ayat (1)
Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
: h dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah

omor 49 Tahun 2008.

Pasal 20

=

an dalarr tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

ol

"itu formulir pendaftaran pemilih dan pemutakhiran pemilih pemilihan
Kepala Daerah;

. yaitu formulir kelengkapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

K yaitu formulir pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan
kil Kepala Daerah; .
s“farmullr rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah

Pasal 21

r pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat dengan

'+ Folio dan plano;
@ HVS70gr;
| jdih.kpu.go.id/bengkuly

rie B ks e O



Pasal 22

Model C1-

Bagian Ketujuh
Sampul

Pasal 23

(1) Sampul kertas adalah pi . gkapan Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala
gttt dan i L 9aimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (12), Pasal 84
““ ©o ayat (7) i .1sal 8 merintah Republik Indonesia Nomor 6
£ dan Pemberhentian Kepala Daerah

turan Pemerintah Republik




<10 -

BAB III
DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 26

pistribusi perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
,epagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
sampal dengan tingkat TPS dan sebaliknya, ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau
Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 27

\ pelaksanaan pel ndist ibusian manan perlengkapan pemungutan suara, KPU

nsi atau K sam gan Pemerintah Daerah, Tentara




